
 

 
 

 
 

 
WALI KOTA CIREBON 

PROVINSI JAWA BARAT 

 

PERATURAN WALI KOTA CIREBON 

NOMOR  51 TAHUN  2023 

 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 47 TAHUN 2021 

TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN 

ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAN 

BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
     

WALI KOTA CIREBON, 

 

Menimbang :  a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 35 

ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12   

Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan 

Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis 

Daerah, telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota 

Cirebon Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pembentukan, 

Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta 

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan 

di Lingkungan Kota Cirebon; 

  b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Perlindungan Perempuan dan Anak, perlu dibentuk Unit 

Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak di 

instansi Pemerintah Daerah Kota Cirebon, maka 

Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 47 Tahun 2021 

tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, 

Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana 

Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Kota 

Cirebon perlu disesuaikan dan diubah; 
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  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan perubahan 

atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 47 Tahun 2021 

tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, 

Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana 

Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Kota 

Cirebon. 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan 

Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan 

dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan         

Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik 

Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar 

dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 551);  

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia       

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia           

Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia           

Nomor 6856); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041);  

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang 

Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 

tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat 

Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana 



- 4 - 
 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon       

Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon          

Tahun 2020 Nomor 5); 

12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 

Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021  

Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon       

Nomor 107); 

13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 

tentang Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh 

Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota 

Cirebon Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Cirebon Nomor 128); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALI KOTA CIREBON 47 TAHUN 2021 TENTANG 

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, 

SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA 

TEKNIS PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Cirebon    

Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, 

Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan 

Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon 

Tahun 2021 Nomor 47) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf h diubah, sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 3 

(1) UPT pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 

(1) terdiri dari: 

a. UPT pada Dinas Kesehatan, meliputi: 

1. UPT Laboratorium Kesehatan Daerah, Kelas A; 
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2. UPT Farmasi, Kelas A; dan 

3. UPT Pelayanan Kesehatan Khusus, Kelas A. 

b. UPT pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 

meliputi: 

1. UPT Peralatan dan Perbengkelan, Kelas A; dan 

2. UPT Pengelolaan Air Limbah, Kelas A; 

c. UPT pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Permukiman, meliputi: 

- UPT Pertamanan dan Pemakaman, Kelas A. 

d. UPT pada Dinas Sosial meliputi: 

1. UPT Lingkungan Pondok Sosial, Panti Persinggahan 

dan Loka Bina Karya, Kelas A; 

2. UPT Rumah Perlindungan Sosial Anak, Kelas A; dan  

3. UPT Taman Makam Pahlawan dan Nilai-Nilai 

Kepahlawanan, Kelas B. 

e. UPT pada Dinas Tenaga Kerja, meliputi: 

- UPT Latihan Tenaga Kerja, Kelas A. 

f. UPT pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan 

Perikanan, meliputi: 

1. UPT Rumah Potong Hewan, Kelas A; 

2. UPT Pelayanan Veteriner, Kelas A; 

3. UPT Balai Pengembangan Benih Tanaman Pangan dan 

Holtikultura, Kelas A; 

4. UPT Balai Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar, 

Kelas B; dan 

5. UPT Balai Pengembangan Ternak Potong, Kelas B. 

g. UPT pada Dinas Lingkungan Hidup, meliputi: 

1. UPT Tempat Pemrosesan Akhir, Kelas A; dan 

2. UPT Pengelolaan Sampah, Kelas A. 

h. UPT pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 

meliputi: 

1. UPT Pengendalian Penduduk Wilayah I, Kelas A;  

2. UPT Pengendalian Penduduk Wilayah II, Kelas A; dan 

3. UPT Perlindungan Perempuan dan Anak, Kelas A. 

i. UPT pada Dinas Perhubungan, meliputi: 

1. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor, Kelas A; 

2. UPT Parkir, Kelas A; dan 

3. UPT Penerangan Jalan Umum, Kelas A. 
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j. UPT pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, 

Perdagangan dan Perindustrian, meliputi: 

- UPT Sentra Industri Kecil dan Menengah, Kelas A. 

k. UPT pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, meliputi: 

1. UPT Pusat Kesenian, Kelas A; dan 

2. UPT Pelayanan Informasi Budaya dan Pariwisata, 

Kelas A. 

l. UPT pada Dinas Pemuda dan Olahraga, meliputi: 

- UPT Pembibitan dan Pembinaan Olahraga, Kelas A 

 

2. Di antara Ketentuan Paragraf 19 Pasal 24 dan Paragraf 20 

Pasal 25 disisipkan 1 (satu) Paragraf dan Pasal baru, yakni 

Paragraf 19A Pasal 24A, yang berbunyi sebagai berikut: 

 

Paragraf 19A 

UPT Perlindungan Perempuan dan Anak 

pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

 

Pasal 24A 

(2) UPT Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 

(3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), UPT Perlindungan Perempuan dan Anak pada 

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 

mempunyai fungsi: 

a. penyusunan rencana dan pedoman teknis operasional 

pelaksanaan layanan perlindungan perempuan dan anak; 

b. pelaksanaan operasional perlindungan perempuan dan 

anak yang meliputi layanan perlindungan bagi 

perempuan dan anak yang mengalami masalah 

kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan 

masalah lainnya serta rekomendasi hasil pengelolaan 

kasus; 
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c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan 

d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan 

pelaporan kegiatan perlindungan perempuan dan anak. 

 

Pasal II 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon. 

 
 
Ditetapkan di Cirebon 

pada tanggal 5 Mei 2023 
 

WALI KOTA CIREBON, 
 

ttd, 
 

NASHRUDIN AZIS 

 
 

Diundangkan di Cirebon 
pada tanggal 8 Mei 2023 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON, 
 

                             ttd, 

 
AGUS MULYADI 

 
BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 51 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
 

 
FERY DJUNAEDI, SH., MH 

Pembina Tk. I (IV/b) 
NIP. 19711228 199803 1 002 

 


